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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 
hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan 
Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak 
terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya 
untuk keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. penggAndaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang 
telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau 
produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku 
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang 

maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya 

sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul 

Akuntansi Sektor Publik. Buku ini di susun secara lengkap 

dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami 

isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar 

Akuntansi Sektor Publik, Sejarah Akuntansi Sektor Publik, 

Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi 

Manajemen Sektor Publik, Penganggaran Sektor Publik, 

Analisis Investasi, Penentuan Harga Pelayanan Publik, 

Pengukuran Kinerja, Laporan Keuangan Pemerintahan, Audit 

Sektor Publik, Akuntansi Untuk Partai Politik, Akuntansi Untuk 

Tempat Ibadah, Akuntansi Untuk Bidang Pendidikan, Akuntansi 

Untuk Yayasan Sosial dan LSM, Akuntansi Untuk Lembaga 

Kesehatan, Problematika Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. 
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Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini 
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akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat 
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KONSEP DASAR AKUNTANSI 

SEKTOR PUBLIK 
 

Oleh Ari Purwanti  
 
 
 
 
 
1.1 Pemahaman Akuntansi Sektor Publik 

kuntansi Sektor Publik adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, 

mengolah, dan melaporkan informasi keuangan 

tentang entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti 

pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang 

menerima dana publik. Konsep dasar Akuntansi Sektor Publik 

bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan dana publik serta memberikan 

informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. 

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dibangun dengan konsep 

yang tidak berbeda dari Akuntansi secara umum, antara lain: 

Akuntabilitas, Entitas Pelaporan Periode Akuntansi, Pengakuan 

dan Pengukuran, Asas Ekonomi dan Asas Kas, Pengungkapan 
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Informasi, Kepentingan Publik, Tujuan Ganda, Konsistensi dan 

Kontinuitas, Pemisahan Antara Ekuitas Publik dan Ekuitas 

Pribadi. Konsep-konsep dasar ini membentuk dasar dari sistem 

Akuntansi Sektor Publik dan membantu dalam menghasilkan 

informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

1.2 Akuntabilitas pada Akuntansi Sektor Publik 

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam 

akuntansi sektor publik. Entitas sektor publik harus 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada 

masyarakat. Akuntabilitas melibatkan pelaporan transparan 

dan akurat mengenai pengeluaran, pendapatan, dan aset yang 

dimiliki oleh entitas tersebut. Hal ini melibatkan tanggung 

jawab entitas sektor publik untuk melaporkan informasi 

keuangan dan kinerja secara transparan kepada pemangku 

kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, lembaga donor, 

dan lainnya.  

Transparansi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik 

digunakan dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan 

atau tindakan yang tidak etis. Akuntabilitas mendorong entitas 

sektor publik untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan 

dana publik. Ini berarti bahwa semua transaksi keuangan dan 

informasi yang berkaitan harus dicatat dan dilaporkan dengan 

jelas dan akurat.  

Dengan menjalankan akuntabilitas, entitas harus menyajikan 

laporan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh 

tentang pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan. Entitas 

sektor publik memiliki kewajiban untuk mempertanggung- 

jawabkan penggunaan dana publik yang mereka kelola. 

Sehingga, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk 
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menilai apakah dana publik dikelola secara efisien dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik juga berfokus pada 

pencapaian tujuan sosial dan program-program yang 

dijalankan oleh entitas tersebut. Entitas sektor publik harus 

melaporkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan-tujuan ini. 

Hal ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas program, 

mengidentifikasi keberhasilan, serta mengidentifikasi area 

yang memerlukan perbaikan. 

Peran kunci yang dimainkan dalam Akuntabilitas adalah 

membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

entitas sektor publik. Dengan memberikan informasi yang jujur 

dan terbuka, entitas dapat membuktikan bahwa mereka 

beroperasi dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan 

masyarakat ini penting dalam mempertahankan dukungan 

publik dan dukungan finansial bagi entitas sektor publik. 

Konsep akuntabilitas juga berkontribusi pada pengawasan dan 

pengendalian atas penggunaan dana publik. Dengan 

menjalankan praktik akuntansi yang baik, entitas sektor publik 

dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran mereka, 

mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya. 

Selain itu, akuntabilitas mendorong siklus umpan balik dan 

perbaikan terus-menerus. Melalui evaluasi kinerja yang 

transparan, entitas sektor publik dapat mengidentifikasi area 

yang perlu diperbaiki dan melakukan tindakan korektif untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik di masa mendatang. Secara 

keseluruhan, akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik 

memastikan bahwa entitas tersebut bertanggung jawab secara 

etis dan efektif dalam mengelola dana publik serta mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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1.3 Entitas Pelaporan Akuntansi Sektor Publik 

Konsep ini menetapkan bahwa entitas sektor publik memiliki 

identitas terpisah dari individu atau entitas lainnya. Entitas 

memiliki catatan keuangan yang terpisah dari pihak-pihak yang 

terkait dengannya. 

Konsep entitas pelaporan adalah salah satu prinsip dasar dalam 

akuntansi sektor publik yang menetapkan bahwa entitas 

pemerintah atau entitas sektor publik memiliki identitas 

terpisah dan unik dari individu atau entitas lainnya. Konsep ini 

memiliki peran penting dalam menyediakan dasar untuk 

mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan informasi 

keuangan yang terkait dengan operasi dan transaksi entitas 

tersebut.  

Peran penting konsep entitas pelaporan dalam akuntansi 

sektor publik diantaranya adalah berkaitan dengan pemisahan 

identitas. Konsep entitas pelaporan memastikan bahwa 

keuangan entitas sektor publik dipisahkan dari keuangan 

individu atau entitas lainnya. Kondisi ini berarti bahwa entitas 

tersebut memiliki catatan akuntansi yang terpisah dan 

independen yang mencerminkan aktivitas keuangan dan 

transaksinya. 

Melalui pelaporan keuangan yang Terpisah, mendorong entitas 

sektor publik untuk menyajikan laporan keuangan yang 

terpisah dari pemilik atau pihak lain yang terkait. Laporan 

keuangan ini mencakup informasi tentang aset, kewajiban, 

pendapatan, dan pengeluaran yang hanya berkaitan dengan 

entitas sektor publik itu sendiri. Konsep entitas pelaporan 

mendukung konsistensi dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Dengan memisahkan entitas sektor publik dari 

entitas lain, prinsip-prinsip akuntansi dan metode pengukuran 

yang konsisten dapat diterapkan tanpa campur tangan atau 

pengaruh eksternal. Sehingga, prinsip entitas pelaporan 

membantu memastikan bahwa penilaian keuangan entitas 
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sektor publik didasarkan pada keadaan finansial dan transaksi 

yang sebenarnya, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal yang tidak relevan. Kondisi ini berujung pada adanya 

pemisahan tanggung jawab dan akuntabilitas antara entitas 

sektor publik dan individu atau entitas lainnya. Entitas harus 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dan pelaporan 

keuangannya secara terpisah.  

Dengan memiliki entitas pelaporan yang terpisah, entitas 

sektor publik dapat dengan lebih baik menganalisis kinerja 

keuangan mereka dan mengukur pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan serta memungkinkan transparansi dalam 

pelaporan keuangan sektor publik. Informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan mencerminkan sepenuhnya aktivitas 

dan posisi finansial entitas tersebut, yang membantu dalam 

menjaga akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Secara keseluruhan, konsep entitas pelaporan dalam akuntansi 

sektor publik berfungsi untuk memastikan bahwa entitas 

tersebut diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dan 

independen, yang memiliki tanggung jawab sendiri terhadap 

pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi yang akurat 

dan relevan. 

1.4 Periode Akuntansi Sektor Publik 

Siklus akuntansi dalam sektor publik biasanya mengikuti 

periode anggaran pemerintah, yang umumnya adalah satu 

tahun. Selama periode ini, transaksi keuangan dicatat dan 

dilaporkan. Siklus akuntansi dalam sektor publik mirip dengan 

siklus akuntansi dalam sektor swasta, tetapi ada beberapa 

perbedaan yang mencerminkan karakteristik unik entitas 

sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan 

organisasi nirlaba.  
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Siklus akuntansi dalam sektor publik melibatkan langkah-

langkah penting untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, 

dan melaporkan informasi keuangan. Langkah pertama dalam 

siklus akuntansi sektor publik adalah perencanaan dan 

penganggaran. Entitas sektor publik merencanakan kegiatan 

dan program yang akan dilaksanakan selama periode anggaran 

tertentu. Anggaran disusun untuk mengalokasikan dana untuk 

berbagai kegiatan dan proyek. 

Setiap transaksi keuangan yang terjadi selama periode 

anggaran dicatat dalam jurnal atau sistem pencatatan lainnya. 

Ini mencakup transaksi pendapatan, pengeluaran, investasi, 

dan lainnya. Transaksi harus dicatat dengan akurat dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah transaksi 

dicatat, data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi 

yang lebih relevan dan bermanfaat. Ini melibatkan 

mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, melakukan 

kalkulasi, dan mempersiapkan data untuk langkah selanjutnya. 

Pada akhir periode anggaran, penyesuaian dilakukan untuk 

mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau perlu 

disesuaikan. Ini termasuk penyesuaian untuk depresiasi aset, 

pendapatan yang masih harus diterima, dan lain-lain. Setelah 

penyesuaian dilakukan, buku-buku akuntansi ditutup untuk 

periode anggaran yang berakhir. Aktivitas ini melibatkan 

mentransfer saldo akun pendapatan dan biaya ke akun ekuitas, 

serta menyiapkan buku-buku untuk periode anggaran 

berikutnya. Setelah buku-buku ditutup, entitas sektor publik 

menyusun laporan keuangan. Laporan ini mencakup laporan 

posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas keuangan (laporan 

laba rugi), dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan 

gambaran menyeluruh tentang kinerja finansial dan posisi 

keuangan entitas tersebut. Kemudian, banyak entitas sektor 

publik tunduk pada audit eksternal oleh pihak-pihak 

independen untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan 

laporan keuangan. Hal ini membantu memastikan bahwa 
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informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

akurat dan dapat dipercaya. 

Setelah laporan keuangan disiapkan, entitas sektor publik 

melakukan evaluasi kinerja untuk melihat sejauh mana tujuan-

tujuan telah tercapai. Evaluasi ini melibatkan membandingkan 

kinerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan dan 

mengidentifikasi area untuk perbaikan di masa mendatang. 

Siklus akuntansi berlanjut dengan pengembangan anggaran 

dan perencanaan untuk periode anggaran berikutnya, 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan perubahan kebijakan 

atau kebutuhan. Siklus akuntansi dalam sektor publik adalah 

proses yang terus berulang setiap periode anggaran dan 

membantu entitas sektor publik untuk mengelola dana publik 

dengan efisien, transparan, dan akurat. 

 1.5 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Sektor 

Publik 

Transaksi keuangan diakui dan diukur berdasarkan prinsip 

akuntansi yang relevan. Pendapatan diakui ketika terdapat 

bukti yang cukup mengenai penerimaan, sementara beban 

diakui ketika ada kewajiban yang timbul. 

Pengakuan dan pengukuran adalah dua konsep yang sangat 

penting dalam akuntansi sektor publik. Pengakuan mengacu 

pada proses mengidentifikasi dan mencatat transaksi atau 

kejadian dalam catatan akuntansi, sementara pengukuran 

melibatkan menentukan nilai moneter atau nilai ekonomi dari 

transaksi atau kejadian tersebut. Proses ini membantu 

mengukur dampak keuangan dari aktivitas entitas sektor 

publik dan mencatatnya dalam laporan keuangan.  

1.5.1.Pengakuan 

Pendapatan diakui ketika ada bukti yang cukup bahwa dana 

telah diterima atau akan diterima. Contohnya, penerimaan 

pajak atau penerimaan dari layanan yang diberikan.  
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Beban diakui ketika terdapat kewajiban yang dapat diukur 

dengan andal dan kemungkinan besar akan menghasilkan 

keluaran dana atau sumber daya ekonomi. Ini mencakup biaya 

operasional dan biaya lain yang terkait dengan aktivitas entitas. 

Aset diakui ketika entitas memiliki kendali atas manfaat 

ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut dan 

ketika nilai ekonomi dari aset tersebut dapat diukur dengan 

andal. Ini meliputi aset seperti uang tunai, piutang, dan 

properti. 

Kewajiban: Kewajiban diakui ketika entitas memiliki kewajiban 

hukum atau kontraktual untuk mentransfer manfaat ekonomi 

masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa 

lalu. 

1.5.2. Pengukuran  

Historical Cost. Pengukuran berdasarkan biaya aset atau 

kewajiban pada saat diperoleh atau diakui. Metode pengukuran 

ini yang umum digunakan untuk aset seperti properti dan 

peralatan. 

Nilai Wajar (Fair Value). Pengukuran berdasarkan harga yang 

akan diperoleh jika aset dijual atau kewajiban dilunasi pada 

saat pengukuran. Pengukuran ini digunakan untuk beberapa 

jenis investasi dan instrumen keuangan. 

Nilai Kini (Present Value). Pengukuran aset atau kewajiban 

berdasarkan nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan di 

masa depan. Pengukuran ini digunakan dalam mengukur 

beberapa kewajiban jangka panjang atau dalam konteks 

program pensiun. 

Biaya Amortisasi (Amortized Cost). Pengukuran aset atau 

kewajiban berdasarkan biaya awal dikurangi dengan akumulasi 

penyusutan atau amortisasi. Pengukuran ini sering digunakan 

dalam mengukur investasi seperti obligasi. 



 

Akuntansi Sektor Publik | 9 
 

Pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi sektor publik 

mengikuti prinsip-prinsip yang serupa dengan akuntansi sektor 

swasta, tetapi ada penekanan pada transparansi, akuntabilitas, 

dan tujuan sosial dalam pengambilan keputusan keuangan. 

Entitas sektor publik harus mempertimbangkan dengan hati-

hati penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran yang sesuai 

untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan 

akurat dan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja 

dan posisi keuangan mereka. 

1.6 Asas Ekonomi dan Asas Kas pada Akuntansi 

Sektor Publik 

Asas ekonomi dan asas kas adalah dua prinsip akuntansi yang 

memiliki peran penting dalam akuntansi sektor publik. Kedua 

prinsip ini memengaruhi cara dana publik dikelola, dicatat, dan 

dilaporkan dalam konteks entitas pemerintah atau organisasi 

sektor publik.  

Asas ekonomi menekankan pada pengukuran transaksi dan 

kejadian sektor publik berdasarkan nilai ekonomi sebenarnya 

yang terjadi, bukan sekadar mengikuti formalitas atau teknis 

akuntansi. Artinya, transaksi dan kejadian harus dicatat dan 

dilaporkan dengan mempertimbangkan efek ekonomi yang 

sebenarnya, bahkan jika itu melibatkan pengukuran yang 

kompleks atau berbeda dengan pengukuran berdasarkan asas 

kas. Misalnya, jika sebuah entitas sektor publik menerima 

pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk pinjaman, asas 

ekonomi akan mengharuskan entitas tersebut untuk mengakui 

pinjaman ini sebagai kewajiban meskipun tidak ada transaksi 

kas yang terlibat pada saat penerimaan dana. Hal ini 

memastikan bahwa posisi keuangan sektor publik 

mencerminkan kewajiban yang sebenarnya yang dimilikinya. 

Asas kas mengukur transaksi berdasarkan aliran kas yang 

terjadi. Ini berarti bahwa pendapatan diakui ketika uang tunai 
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diterima, dan beban diakui ketika uang tunai dibayarkan. Asas 

kas sederhana dan mudah dipahami, yang dapat menjadi 

penting dalam lingkungan sektor publik yang sering memiliki 

sumber daya terbatas untuk administrasi akuntansi yang 

kompleks. Entitas sektor publik sering menggunakan asas kas 

dalam pelaporan transaksi operasional sehari-hari, seperti 

menerima pendapatan pajak dari warga atau membayar gaji 

pegawai. Kondisi ini memberikan gambaran langsung tentang 

aliran kas masuk dan keluar entitas tersebut.  

Perlu dicatat bahwa dalam prakteknya, banyak entitas sektor 

publik menggunakan campuran antara asas ekonomi dan asas 

kas. Mereka mungkin menerapkan asas kas untuk transaksi 

rutin sehari-hari, tetapi juga mengikuti asas ekonomi dalam 

konteks transaksi atau kejadian khusus yang memerlukan 

pengukuran nilai ekonomi yang lebih tepat. Pentingnya kedua 

prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

entitas sektor publik mencerminkan dengan benar aktivitas 

dan posisi keuangan sektor tersebut. Penggunaan yang tepat 

dari asas ekonomi dan asas kas juga membantu para pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan donor, 

dalam memahami bagaimana dana publik dikelola dan 

digunakan oleh entitas sektor public. 

1.7 Konsistensi dan Kontinuitas pada Akuntansi 

Sektor Publik 

Konsistensi dan kontinuitas adalah dua prinsip dasar yang 

memiliki peran kunci dalam akuntansi sektor publik. Kedua 

prinsip ini membantu dalam menjaga stabilitas, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas sektor 

publik.  

Konsistensi menekankan pentingnya menjaga metode 

akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa 

entitas sektor publik harus menggunakan prinsip akuntansi 
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yang sama untuk jenis transaksi dan kejadian yang sama dari 

satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. 

Konsistensi memungkinkan pemangku kepentingan untuk 

membandingkan informasi keuangan dari tahun ke tahun 

dengan keyakinan bahwa perubahan dalam kinerja sebenarnya 

mencerminkan perubahan dalam aktivitas, bukan perubahan 

dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, jika sebuah pemerintah 

daerah memilih metode pengukuran aset tertentu pada tahun 

tertentu, prinsip konsistensi akan mengharuskan mereka untuk 

tetap menggunakan metode itu dalam tahun-tahun berikutnya, 

kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. 

Kontinuitas menekankan bahwa entitas sektor publik harus 

mengasumsikan bahwa mereka akan beroperasi secara terus-

menerus dalam waktu yang dapat diprediksi. Ini berarti bahwa 

dalam menyusun laporan keuangan, entitas harus 

mengasumsikan bahwa kegiatan mereka akan terus berlanjut 

dalam waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kewajiban 

yang ada dan mengubah aset menjadi kas. Prinsip ini 

memberikan kerangka waktu yang relevan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan dan kelangsungan operasional entitas sektor 

publik. Prinsip kontinuitas akan berarti bahwa dalam laporan 

keuangan entitas sektor publik, aset dan kewajiban jangka 

panjang harus diukur dengan asumsi bahwa entitas tersebut 

akan beroperasi selama periode yang dianggap cukup lama. 

Peran konsistensi dan kontinuitas dalam akuntansi sektor 

publik adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan 

yang disajikan adalah stabil, dapat diandalkan, dan dapat 

dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini membantu para 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, 

dan pendonor, untuk memahami perubahan dalam kinerja dan 

posisi keuangan sektor publik. Terlebih lagi, kedua prinsip ini 

membantu dalam memelihara transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaporan keuangan sektor publik, yang merupakan hal 
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yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik dengan 

efisien dan efektif. 

1.8 Pengungkapan Informasi Akuntansi Sektor Publik 

Pengungkapan Informasi (Disclosure Principle) memiliki peran 

yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Prinsip ini 

menekankan kewajiban entitas sektor publik untuk 

memberikan informasi yang relevan, akurat, dan cukup kepada 

pemangku kepentingan.  

Pengungkapan informasi mendukung transparansi dalam 

pelaporan keuangan sektor publik. Entitas sektor publik harus 

secara jujur dan terbuka menyajikan informasi tentang 

transaksi keuangan, operasi, dan kinerjanya. Sehingga, 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

memahami dengan baik bagaimana dana publik digunakan dan 

dikelola. Pengungkapan informasi memungkinkan entitas 

sektor publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan 

dana publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Dengan menyediakan informasi yang lengkap dan 

akurat, entitas tersebut dapat menunjukkan bagaimana mereka 

telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam 

pengelolaan dana publik. 

Pengungkapan informasi membantu para pemangku 

kepentingan memahami kebijakan dan tujuan sektor publik. 

Informasi ini termasuk detail tentang program-program yang 

dijalankan oleh entitas tersebut, anggaran yang telah disusun, 

serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian tujuan. Dengan demikian, pemangku kepentingan 

dapat menilai kinerja entitas sektor publik dengan informasi 

yang tepat tentang pendapatan, pengeluaran, dan pencapaian 

tujuan, masyarakat dan pemerintah dan dapat mengevaluasi 

apakah entitas tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan. 
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Informasi yang diungkapkan juga berperan dalam membantu 

pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan 

pemerintah, dalam membuat keputusan yang tepat. Informasi 

keuangan yang lengkap dan relevan dapat membantu dalam 

merencanakan kebijakan, alokasi anggaran, dan penyesuaian 

strategi. Selain itu, pengungkapan informasi juga memainkan 

peran penting dalam proses pertanggungjawaban dan 

pengawasan. Informasi yang tepat dan terperinci dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan 

dana publik atau ketidakpatuhan dengan regulasi. Sehingga, 

pengungkapan informasi yang konsisten dan akurat membantu 

membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat 

terhadap entitas sektor publik. Kepercayaan ini penting dalam 

mempertahankan dukungan publik dan dukungan finansial 

untuk program-program dan proyek-proyek sektor publik. 

Dengan demikian, prinsip pengungkapan informasi adalah 

fondasi penting dalam menjalankan akuntansi sektor publik 

yang etis, transparan, dan akuntabel. Hal ini memastikan bahwa 

informasi yang diberikan oleh entitas sektor publik dapat 

digunakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan 

untuk membuat keputusan yang tepat, memahami kinerja, dan 

memastikan penggunaan dana publik yang efisien. 
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2.1 Awal Mula 

ejarah akuntansi sektor publik mencakup 

perkembangan dan evolusi praktik akuntansi dalam 

konteks pemerintahan dan organisasi nirbala. Pada 

dasarnya, akuntansi sektor publik berfokus pada pencatatan, 

pelaporan, dan analisis keuangan entitas publik seperti 

pemerintah dan lembaga-lembaga amal. Dalam sejarahnya 

dimulai dari awal mula terjadinya akuntansi sektor publik pada 

masa pemerintahan kuno hingga pada abad pertengahan. 

2.1.1 Masa Pemerintahan Kuno  

Di masa pemerintahan kuno, prinsip-prinsip akuntansi sektor 

publik mungkin tidak diatur dengan cara yang mirip dengan 

sistem modern pada saat ini. Namun, terdapat praktik 
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akuntansi yang terlihat dalam pemerintahan kuno, terutama 

dalam konteks peradaban Mesir, Romawi, dan Yunani. 

Mesir Kuno 

1. Pemerintah Mesir Kuno dikenal dengan sistem 

administratif yang sangat terorganisir. Mereka memiliki 

sistem pencatatan untuk mengelola sumber daya seperti 

tanah, hasil panen, dan pajak. 

2. Buku-catatan digunakan untuk mencatat berbagai 

transaksi dan kegiatan ekonomi. Pencatatan ini mencakup 

informasi tentang pengumpulan pajak, distribusi sumber 

daya, dan proyek-proyek konstruksi. 

Romawi 

1. Romawi kuno memiliki sistem akuntansi yang canggih 

untuk mengelola keuangan negara dan memastikan 

pemungutan pajak yang efektif. 

2. Mereka menggunakan praetor peregrinus (pejabat hukum) 

untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan 

dengan kontrak dan transaksi ekonomi. 

3. Catatan-catatan pemerintah Romawi mencakup anggaran, 

pengeluaran publik, dan pendapatan negara. 

Yunani Kuno 

1. Prinsip-prinsip demokrasi di Athena, Yunani Kuno, 

menciptakan kebutuhan untuk transparansi keuangan 

pemerintah. Pemerintahan demokratis ini membutuhkan 

laporan keuangan. 

2. Atheis Aristoteles, dalam karyanya “Politika,” menyebut- 

kan pentingnya pencatatan keuangan publik dan 

perlunya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 

negara (Brown, 1968). 

2.1.2 Masa Abad Pertengahan  

Pada Abad Pertengahan, praktik akuntansi sektor publik 

mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang 
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di Eropa. Sistem feodal mendominasi struktur pemerintahan, 

dengan tanah sebagai aset utama yang dikelola oleh keluarga 

bangsawan. Administrasi feodal mengandalkan pencatatan 

tanah dan pajak sebagai elemen kunci dalam menjalankan 

pemerintahan, di mana penerimaan pajak digunakan untuk 

membiayai kebutuhan seperti pertahanan dan infrastruktur 

(Lyon & Verhulst, 1967). 

Selama periode ini, ekonomi masih didasarkan pada sistem 

barter, tetapi penggunaan mata uang koin mulai menjadi bagian 

integral dari transaksi ekonomi. Administrasi keuangan, 

terutama di tingkat lokal, mencatat pengeluaran dan 

penerimaan dalam bentuk mata uang koin, menciptakan bentuk 

awal dari pencatatan keuangan. 

Sistem hukum dan keadilan juga terkait erat dengan 

administrasi keuangan. Penguasa feodal tidak hanya bertugas 

sebagai administrator keuangan tetapi juga sebagai 

penyelenggara keadilan. Hak pribadi dan kepemilikan tanah 

berpengaruh besar terhadap kewajiban pajak, menciptakan 

keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi. 

Pengumpulan dana untuk perang Salib menciptakan tekanan 

tambahan pada sumber daya keuangan pemerintahan. 

Pemerintah harus mengatur sistem pajak dan dana tambahan 

untuk mendukung kampanye militer ini. Meskipun tidak ada 

sistem akuntansi formal pada masa itu, catatan-catatan tertentu 

dan pencatatan ekonomi dilakukan untuk mendukung 

administrasi pemerintahan. Pada akhirnya, perkembangan ini 

menjadi fondasi untuk evolusi sistem akuntansi sektor publik 

menuju bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir. 

Wawasan ini diperoleh melalui penelitian dalam buku sejarah 

umum, studi ekonomi, dan literatur sejarah Abad Pertengahan. 
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2.2 Perubahan Revolusioner (Revolutionary Changes) 

Perubahan revolusioner merujuk pada pergeseran signifikan 

dan transformasional dalam berbagai aspek masyarakat, 

politik, ekonomi, atau teknologi. Perubahan ini seiring 

menandai keberangkatan dari praktik-tradisional dan 

membuka jalan untuk cara berpikir dan mengorganisir yang 

baru. 

2.2.1 Revolusi Industri  

Revolusi industri, yang dimulai pada pertengahan abad ke-18 di 

Inggris, menandai pergeseran mendasar dalam cara produksi, 

teknologi, dan struktur masyarakat. Sebelumnya, produksi 

didominasi oleh pekerjaan tangan di rumah atau pertanian. 

Namun, dengan munculnya mesin uap, pabrik-pabrik besar 

muncul, menggantikan metode produksi manual. Teknologi 

kunci seperti mesin uap dan mesin-mesin tekstil mekanis 

menjadi pendorong utama perubahan ini, meningkatkan 

efisiensi produksi secara signifikan. 

Urbanisasi besar-besaran terjadi karena pabrik-pabrik 

membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar, mengakibatkan 

pemindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota industri. 

Pembangunan infrastruktur seperti jaringan rel kereta api dan 

kanal mempercepat transportasi barang dan bahan mentah. 

Dampak sosial dan ekonomi melibatkan pembentukan kelas 

pekerja industri yang besar, peningkatan standar hidup, tetapi 

juga munculnya kondisi kerja yang sulit. Industri tekstil 

menjadi salah satu yang pertama mengalami perubahan besar, 

dengan mesin pemintal dan mesin tenun mekanis yang 

mengubah lanskap produksi tekstil. Revolusi Industri juga 

menyebar ke berbagai negara Eropa dan Amerika Utara, 

membentuk dasar bagi pertumbuhan ekonomi global. Dampak 

jangka panjangnya melibatkan transformasi mendalam dalam 

cara produksi, distribusi, dan konsumsi, membentuk landasan 

bagi masyarakat industri modern saat ini (Allen, 2017). 
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2.2.2 Pada Abad ke-19 

Pada abad ke-19, perubahan sosial, politik, dan ekonomi 

memberikan dampak signifikan pada perkembangan akuntansi 

sektor publik di berbagai negara. Seiring dengan pertumbuhan 

pemerintah modern, terjadi peningkatan kebutuhan untuk 

praktik akuntansi yang lebih terstruktur dan transparan. 

Pencatatan pajak dan penerimaan publik menjadi semakin 

penting sebagai respons terhadap tuntutan keuangan 

pemerintah yang berkembang. Dalam mengelola sejumlah 

besar keuangan publik untuk menyediakan layanan dan 

mendukung proyek-proyek infrastruktur, pemerintah mulai 

mencatat secara lebih rinci pendapatan dan pengeluaran 

publik. 

Meskipun belum ada standar formal, prinsip-prinsip awal 

tentang akuntansi sektor publik mulai muncul. Pelaporan 

keuangan pemerintah menjadi lebih terstruktur, menciptakan 

dokumen laporan keuangan yang dapat diakses oleh 

masyarakat. Reformasi pemerintah di beberapa negara 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, 

mencakup pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah. 

Pada tingkat lokal, terutama di wilayah dengan sistem 

pemerintahan desa atau kota, praktik akuntansi sektor publik 

mulai berkembang. Pemikiran ekonomi dan politik abad ke-19, 

termasuk teori-teori tentang peran pemerintah, turut 

membentuk praktik akuntansi sektor publik. Prinsip-prinsip 

seperti efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab menjadi 

pertimbangan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan 

praktik akuntansi. 

Meskipun belum mencapai tingkat kompleksitas seperti pada 

abad-abad berikutnya, abad ke-19 memberikan fondasi penting 

bagi evolusi lebih lanjut dalam akuntansi sektor publik. 

Beberapa praktik dan pemikiran yang muncul pada periode ini 
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tetap relevan dalam pengembangan selanjutnya (Brusca et al., 

2016). 

2.3 Munculnya Standar Akuntansi 

Munculnya standar akuntansi adalah sebuah perjalanan 

panjang yang mencerminkan kebutuhan untuk konsistensi, 

transparansi, dan keandalan dalam pelaporan keuangan. 

2.3.1 Awal Abad ke-20 

Awal abad ke-20 ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang 

membawa transformasi mendalam dalam kehidupan manusia 

di seluruh dunia. Perang dunia I, konflik global yang meletus 

pada tahun 1914, menjadi episentrum perubahan besar. Perang 

ini membawa dampak serius terhadap perekonomian, 

masyarakat, dan politik di banyak negara, membentuk 

panggung bagi perubahan sosial dan politik yang mendalam. 

Meskipun perlahan pulih dari efek perang, dunia menyaksikan 

kelanjutan Revolusi Industri dan urbanisasi yang terus 

berkembang, dengan masyarakat bermigrasi dari pedesaan ke 

kota-kota industri. 

Pada awal abad ke-20, akuntansi sektor publik masih 

menunjukkan ciri-ciri praktik tradisional dengan dominasi 

metode manual. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan 

secara manual menggunakan buku besar dan jurnal akuntansi, 

menuntut ketelitian dalam setiap langkahnya. Anggaran pada 

masa itu masih bersifat kasuistik, didasarkan pada alokasi 

sumber daya yang spesifik untuk kebutuhan-sektor tertentu. 

Pada periode ini, standar akuntansi sektor publik belum 

mencapai tingkat keseragaman global, sehingga setiap entitas 

pemerintah mungkin memiliki kebijakan dan prosedur 

akuntansi yang berbeda. Keterbatasan teknologi tercermin 

dalam penggunaan yang terbatas dari mesin hitung mekanikal. 

Sementara informasi keuangan yang dilaporkan mungkin tidak 

sekomprehensif dan seakurat yang diharapkan. Praktik 
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manajemen kas menjadi fokus utama, sementara kontrol 

internal dianggap penting untuk mencegah kecurangan. 

Pengaruh perang dan krisis ekonomi pada beberapa negara 

memerlukan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang sulit. 

Pada intinya, pada periode ini, akuntansi sektor publik masih 

dalam tahap perkembangan awal, mencerminkan kondisi dan 

teknologi pada zamannya (Freeman & Shoulders, 2000). 

2.3.2 Governmental Accounting Standards Board (GASB) 

Governmental Accounting Standards Board (GASB) adalah 

lembaga yang memainkan peran penting dalam pengembangan 

standar akuntansi untuk entitas pemerintahan di Amerika 

Serikat. Dibentuk pada tahun 1984, GASB bertujuan untuk 

menyediakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten dan 

relevan untuk entitas pemerintahan, mencakup negara, 

pemerintah lokal, dan badan nirbala pemerintah. Situs resmi 

GASB menyediakan informasi terperinci tentang sejarah, 

struktur organisasi, dan standar akuntansi yang dikeluarkan. 

Standar akuntansi GASB, yang dikenal sebagai Statement of 

Governmental Accounting Standards (GASB Statements), 

mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan keuangan 

hingga pemilihan metode akuntansi tertentu. 

Penting untuk merujuk pada dokumen resmi GASB, seperti 

Exposure Drafts dan pronouncement statements, untuk 

memahami evolusi dan perubahan dalam standar akuntansi 

pemerintahan. GASB didirikan untuk mengembangkan 

panduan akuntansi sektor publik (Granof et al., 2016). 
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Gambar 1.1 Governmental Accounting Standards Board (GASB) 

 

2.4 Pertumbuhan Global 

Seiring globalisasi, organisasi internasional seperti 

International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB) terlibat dalam mengembangkan standar akuntansi 

sektor publik yang diterima secara internasional. Pertumbuhan 

global mencakup serangkaian fenomena yang mencerminkan 

perkembangan dan perubahan dalam skala internasional. 

Aspek ekonomi menjadi pusat perhatian, di mana pertumbuhan 

ekonomi global melibatkan peningkatan output dan aktivitas 

ekonomi di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti investasi, 

perdagangan internasional, dan inovasi teknologi berperan 

sebagai pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan 

tersebut. Globalisasi, yang menyertainya, mencirikan integrasi 

ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia, membentuk suatu 

kerangka kerja yang terkait erat dengan pertumbuhan global. 

Pertumbuhan populasi global juga menjadi komponen krusial, 

memengaruhi tata ruang sosial dan ekonomi. Meningkatnya 

urbanisasi, sebuah aspek signifikan dari pertumbuhan global, 

mencerminkan perpindahan besar-besaran penduduk dari 

pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari peluang dan 

kehidupan yang lebih dinamis. Teknologi dan inovasi menjadi 

pendorong penting pertumbuhan global, mempercepat 

perubahan melalui revolusi teknologi informasi dan 

komunikasi (Friedman, 2007). 
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2.5 Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi dalam sejarah akuntansi sektor 

publik telah membawa perubahan signifikan dalam cara entitas 

pemerintahan mengelola dan melaporkan informasi keuangan 

(Granof et al., 2016). 

2.5.1 Penggunaan Mesin Hitung Mekanikal (Awal Abad 

ke-20) 

Pada awal abad ke-20, mesin hitung mekanikal mulai 

digunakan untuk mempermudah perhitungan dan penyusunan 

laporan keuangan. Mesin ini, meskipun belum sepenuhnya 

membantu meningkatkan efisiensi proses akuntansi tetapi 

pada masa itu merupakan alat yang cukup penting.  

2.5.2. Komputer dan Sistem Akuntansi Elektronik (1950-

an dan 1960-an) 

Perkembangan komputer pada tahun 1950-an dan 1960-an 

membawa revolusi dalam akuntansi sektor publik. Penggunaan 

komputer memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien, 

pengolahan transaksi yang lebih cepat, dan menghasilkan 

laporan keuangan. 

2.5.3. Era Sistem Informasi Akuntansi (1980-an dan 

1990-an) 

Sistem Informasi Akuntansi (AIS) mulai muncul sebagai konsep 

terpusat untuk mengelola seluruh siklus akuntansi. 

Penggunaan basis data relasional memungkinkan entitas 

pemerintahan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses 

data dengan lebih efektif. 

2.5.4. Pemanfaatan Teknologi Cloud dan E-Government 

(2010-an dan seterusnya) 

Pemanfaatan teknologi cloud dan konsep e-government 

semakin meluas. Entitas pemerintahan dapat menyimpan data 
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secara aman di cloud, memungkinkan akses data dari berbagai 

lokasi, dan meningkatkan kolaborasi antarunit. 

2.6 Pada Masa Sekarang 

Dalam era kontemporer, akuntansi sektor publik mengalami 

transformasi signifikan yang dipandu oleh kemajuan teknologi 

dan tuntutan akan transparansi serta efisiensi. Teknologi 

digital, seperti sistem akuntansi terintegrasi, platform cloud, 

dan kecerdasan buatan, telah diadopsi oleh pemerintahan di 

seluruh dunia untuk memodernisasi praktik akuntansi dan 

meningkatkan pengelolaan keuangan. Konsep pelaporan 

keuangan terpadu telah menjadi fokus, menggabungkan 

informasi keuangan, kinerja, dan non-keuangan untuk 

memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan 

kinerja organisasi sektor publik. Standar akuntansi 

internasional, seperti IPSAS, semakin banyak diadopsi untuk 

meningkatkan konsistensi dan pembandingan antar entitas 

sektor publik. Manajemen risiko dan kepatuhan menjadi 

perhatian utama, dengan pemerintah menekankan perlunya 

memiliki sistem yang kuat untuk mengelola risiko dan 

mematuhi regulasi yang berlaku. 
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3.1 Pendahuluan 

erangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi 

landasan teoritis mendasar dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah dan entitas sektor publik 

lainnya. Kerangka konseptual ini menyediakan pedoman 

mengenai prinsip-prinsip, tujuan, dan karakteristik umum dari 

informasi keuangan sektor publik (Hasanah & Fauzi, 2017). 

Seiring dengan peran yang semakin vital dari pemerintah dalam 

kehidupan masyarakat, permintaan akan transparansi dan 

akuntabilitas di dalam mengelola keuangan publik semakin 

mendesak. Dalam konteks ini, kerangka konseptual akuntansi 

sektor publik memainkan peran kunci dalam memastikan 

bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan 

kinerja, posisi keuangan, dan tanggung jawab pemerintah 

secara akurat dan jelas (Yuesti et al., 2020). 
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Seiring dengan kompleksitas tugas-tugas dan kewajiban 

pemerintah, kebutuhan akan standar akuntansi yang jelas dan 

komprehensif menjadi suatu keharusan. Sebelum diperkenal- 

kannya kerangka konseptual, terdapat keraguan dan 

inkonsistensi dalam metode pelaporan keuangan sektor publik 

(Erniati, 2019). Hal ini menyebabkan sulitnya membandingkan 

kinerja keuangan antar entitas sektor publik, serta kesulitan 

dalam mengukur dampak program dan kebijakan pemerintah 

terhadap masyarakat. 

3.2 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor 

Publik 

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi yang 

dirancang untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan 

transaksi keuangan dan non-keuangan yang terjadi di sektor 

publik. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana 

publik(Biduri, 2018). 

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

1. Pemerintah dan Organisasi Sektor Publik 

Mencakup semua entitas yang beroperasi di sektor publik, 

termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga 

negara, dan badan-badan publik seperti rumah sakit dan 

perguruan tinggi negeri. 

2. Pencatatan Transaksi Keuangan 

Mencatat seluruh transaksi keuangan yang melibatkan 

penerimaan dan pengeluaran dana publik, termasuk 

pendapatan pajak, sumber-sumber pendanaan lainnya, 

serta belanja untuk program dan proyek publik. 

3. Pengukuran Kinerja 

Selain transaksi keuangan, akuntansi sektor publik juga 

mengukur kinerja entitas publik dalam mencapai tujuan-

tujuan mereka. Hal ini termasuk mengukur efisiensi, 



 

Akuntansi Sektor Publik | 29 
 

efektivitas, dan dampak dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. 

4. Pengelolaan Aset Publik  

Akuntansi sektor publik juga meliputi pencatatan dan 

pengelolaan aset publik seperti bangunan, jalan, 

infrastruktur, dan properti lainnya yang dimiliki oleh 

entitas sektor publik. 

5. Pengungkapan Informasi  

Akuntansi sektor publik memastikan bahwa informasi 

keuangan dan non-keuangan yang relevan disajikan 

dengan jelas dan transparan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, termasuk masyarakat umum. 

6. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Sektor Publik 

Mencakup kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi 

yang berlaku dalam konteks sektor publik. Standar ini 

bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas 

laporan keuangan. 

7. Pengawasan dan Audit 

Akuntansi sektor publik melibatkan proses pengawasan 

dan audit untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan 

informasi keuangan yang disajikan. 

3.3 Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual 

Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik menjadi sistem yang penting dalam 

mengelola dan melaporkan informasi keuangan pemerintahan 

dan lembaga sektor publik lainnya. Untuk memastikan bahwa 

informasi keuangan yang disajikan akurat, relevan, dan bisa 

diandalkan, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang 

menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan. Dalam 

konteks ini, kerangka konseptual memiliki tujuan dan peranan 

penting yang tidak dapat diabaikan. 

 



 

30 | Akuntansi Sektor Publik 
 

Tujuan kerangka dasar adalah acuan bagi: 

1. Tim Penyusun Standar akuntansi keuangan sektor 

publik; 

2. Penyusun laporan keuangan  

Memahami praktik akuntansi sesuai dengan prinsip 

akuntansi umum dan standar akuntansi keuangan sektor 

publik; 

3. Auditor (BPK) 

Memberikan opini apakah laporan keuangan telah 

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum; dan 

4. Para pemakai laporan keuangan sektor publik,  

Menafsirkan informasi yang disediakan pada laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

sektor publik. 

Kerangka dasar ini bukanlah standar akuntansi keuangan 

sektor publik. Komite Penyusunan Standar Akuntansi 

Keuangan Sektor Publik menggunakan Kerangka Dasar sebagai 

acuan dalam pengembangan dan peninjauan standar akuntansi 

keuangan sektor publik di masa depan (Hartoto et al., 2023). 

Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik: 

1. Membentuk Dasar Standar Akuntansi Keuangan 

Kerangka konseptual membentuk dasar bagi 

pembentukan standar akuntansi sektor publik. Standar-

standar ini merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep 

kerangka konseptual 

2. Mengarahkan Penyajian Informasi yang Konsisten 

Kerangka konseptual membantu dalam mengarahkan 

penyajian informasi keuangan agar konsisten dari satu 

entitas ke entitas lainnya. Hal ini penting untuk 

memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga 

sektor publik. 
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3. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam Pelaporan 

Keuangan 

Kerangka konseptual membantu mengidentifikasi 

aspek-aspek penting dalam laporan keuangan, termasuk 

informasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan 

biaya. 

4. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas 

Dengan adanya kerangka konseptual, laporan keuangan 

sektor publik dapat disusun dengan tingkat transparansi 

yang tinggi. Hal ini memungkinkan pemakai laporan 

untuk memahami dengan jelas posisi keuangan dan 

kinerja organisasi. 

5. Mengakomodasi Perubahan Lingkungan dan Praktik 

Bisnis 

Kerangka konseptual harus mampu mengakomodasi 

perubahan dalam lingkungan ekonomi, hukum, dan 

praktik bisnis. Ini penting untuk memastikan bahwa 

informasi keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan. 

3.4 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Sektor Publik 

3.4.1 Prinsip Keterbukaan (Transparency) 

Salah satu prinsip utama dalam kerangka konseptual akuntansi 

sektor publik adalah keterbukaan. Hal ini mengacu pada 

kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan 

cara yang jelas dan terperinci sehingga memungkinkan para 

pengguna untuk memahami dengan baik posisi keuangan dan 

kinerja pemerintah.  

3.4.2 Prinsip Konsistensi (Consistency) 

Prinsip konsistensi menekankan pentingnya penggunaan 

metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. 

Sehingga, pengguna informasi keuangan dapat membanding- 

kan kinerja keuangan antar periode. 
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3.4.2 Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. 

Informasi keuangan sektor publik harus memungkinkan para 

pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

3.4.2 Prinsip Akurat (Accuracy) 

Ketepatan atau akurasi informasi keuangan adalah prinsip 

kunci dalam kerangka konseptual. Laporan keuangan harus 

mencerminkan transaksi dan kejadian secara tepat, tanpa bias, 

yang merujuk pada standar akuntansi yang berlaku (Komite 

Standar Akuntansi Publik, 2021). 

3.5 Karakteristik Informasi Keuangan Sektor Publik 

3.5.1 Relevansi (Relevance) 

Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi tersebut harus 

dianggap relevan; ini berarti bahwa laporan tersebut harus 

dapat berdampak pada keputusan ekonomi para pengguna. 

Informasi tersebut harus dapat membantu dalam analisis 

peristiwa masa lalu dan berkontribusi pada proses 

pengambilan keputusan, memahami situasi saat ini, atau 

membuat prediksi tentang masa depan. 

3.5.2 Keandalan (Reliability) 

Kualitas informasi yang memenuhi persyaratan penggunanya 

dikenal sebagai keandalan. Informasi harus dapat diverifikasi, 

tidak memihak, dan disajikan secara jujur agar dianggap dapat 

diandalkan dalam konteks kerangka konseptual. 

3.5.3 Kesahihan (Faithful Representation) 

Kesahihan mengacu pada kecocokan antara informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan dengan kejadian atau 

transaksi yang sesungguhnya(Hantono et al., 2021). 
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3.6 Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik 

Laporan keuangan sektor publik adalah dokumen formal yang 

menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan 

arus kas suatu entitas sektor publik, seperti pemerintah, 

lembaga non-profit, atau badan usaha milik negara. Laporan ini 

merupakan instrumen kunci dalam menilai kesehatan 

keuangan dan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap 

para pemangku kepentingan. Di dalam memahami laporan 

keuangan sektor publik, perlu dipahami pula komponen utama 

penyusunnya. (Mardiasmo, 2018). 

3.6.1 Ringkasan Eksekutif 

Ringkasan eksekutif adalah bagian awal dari laporan keuangan 

sektor publik yang mencerminkan kondisi keuangan dan 

kinerja organisasi. Ini biasanya mencakup poin-poin utama dan 

tren yang relevan bagi pembaca untuk memahami laporan 

secara menyeluruh. 

3.6.2 Ikhtisar Keuangan: 

Bagian ini memberikan ringkasan posisi keuangan organisasi 

pada periode tertentu, yang meliputi aset, kewajiban, dan 

ekuitas bersih. Informasi ini memberikan gambaran tentang 

seberapa besar organisasi tersebut dan seberapa banyak 

keuangannya dikelola. Didalam (Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

2005)dijelaskan bahwa: 

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 

di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam 

satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
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dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah. 

3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

Lebih lanjut, dapat dijelaskan untuk tiap-tiap elemen di atas: 

1. Aset 

Manfaat ekonomi masa depan yang nyata atau potensi jasa 

suatu aset dalam berkontribusi, secara langsung atau tidak 

langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas, yang bisa 

mengalir ke entitas dalam berbagai cara, diantaranya aset 

dapat: 

a) dimanfaatkan sendiri ataupun bersama aset lain 

dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat; 

b) dipertukarkan dengan aset lain; 

c) dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban; 

d) dibagikan kepada pemilik entitas (struktur yang ada 

di atasnya). 

2. Kewajiban 

Kewajiban dapat dibebankan secara hukum berdasarkan 

kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan, misalnya dengan melampirkan jumlah utang 

pada jumlah barang atau jasa yang diterima. Kewajiban 

bisa ditimbulkan dari praktik pelayanan publik, 

kebiasaan, dan keinginan untuk menjaga hubungan 

bisnis yang baik atau berbuat secara adil. 

Penyelesaian kewajiban bisa melalui bermacam cara, 

diantaranya, dengan: 

a) membayarkan kas; 

b) menyerahkan aset lain; 
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c) memberikan jasa; 

d) mengganti kewajiban tersebut dengan kewajiban 

lain;  

e) mengkonversi kewajiban menjadi ekuitas;atau 

f) kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. 

3. Ekuitas 

Ekuitas dapat disegmentasi dalam laporan posisi keuangan 

dan relevansi klasifikasi tersebut akan terjadi jika pos 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan entitas untuk 

menggunakan ekuitas tunduk pada pembatasan hukum 

atau pembatasan lainnya.(Bastian, 2006). 

3.6.3 Laporan Pendapatan dan Beban: 

Laporan pendapatan dan beban menyajikan detail tentang 

pendapatan yang diterima oleh organisasi dan beban yang 

dikeluarkan selama periode tertentu. Ini mencakup sumber 

pendapatan seperti pajak, sumbangan, dan pendapatan lainnya, 

serta beban seperti gaji, biaya operasional, dan beban lainnya. 

1. Pendapatan (income)  

Arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan 

kenaikan aset/ekuitas neto ( adanya kenaikan kontribusi 

dari pemilik). 

Pendapatan meliputi pendapatan (revenues), keuntungan 

(gain) dan keuntungan yang belum direalisasi, yang 

timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan 

(marketable) dan dari kenaikan jumlah aset jangka 

panjang. 

2. Beban (expense) 

Selama periode pelaporan, penurunan manfaat ekonomi 

yang akan datang terlihat jelas dalam bentuk arus kas 

keluar atau penurunan aset dan liabilitas atau kewajiban 

yang memperkecil distribusi ke pemilik. 
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Beban mencakup kerugian maupun biaya yang timbul 

dalam menjalankan kegiatan entitas yang umumnya 

antara lain: jasa publik umum, pertahanan, keteraturan 

dan keamanan publik. Kerugian dapat timbul, misalnya, 

adanya pelepasan aset tetap. 

3.6.4 Laporan Perubahan Ekuitas: 

Laporan ini memperlihatkan perubahan dalam ekuitas bersih 

organisasi dari periode ke periode. Ini termasuk tambahan 

modal, distribusi keuntungan atau kerugian, dan perubahan 

lainnya yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi. 

3.6.5 Laporan Arus Kas: 

Laporan arus kas mencatat aliran uang masuk dan keluar dari 

organisasi selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas 

operasional, investasi, dan pendanaan, memberikan gambaran 

tentang sumber daya keuangan yang digunakan dan dihasilkan 

selama periode waktu tertentu. 

3.6.6 Catatan atas Laporan Keuangan: 

Catatan ini menjadi bagian yang penting karena memberikan 

penjelasan rinci mengenai metode akuntansi, estimasi, dan 

kebijakan lain yang digunakan ketika menyusun laporan 

keuangan, antara lain informasi penting seperti asumsi yang 

mendasari estimasi dan peristiwa yang terjadi setelah akhir 

periode pelaporan. 

3.6.7 Informasi Pendukung Lainnya: 

Terkadang, laporan keuangan sektor publik dapat mencakup 

informasi tambahan atau terpisah seperti informasi sektoral, 

program atau proyek khusus, atau informasi lain yang dianggap 

relevan.  
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15.1. Pengenalan Akuntansi di Lembaga Kesehatan 

engenalan akuntansi di lembaga kesehatan sangat 

penting untuk memastikan bahwa sumber daya 

keuangan digunakan secara efisien, keuangan lembaga 

terkelola dengan baik, dan pelaporan keuangan yang akurat 

dapat diberikan kepada pemangku kepentingan(Louis C. 

Gapenski, 2018). 

15.1.1 Pengenalan 

Akuntansi dalam lembaga kesehatan melibatkan pencatatan, 

analisis, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan 

operasi kesehatan. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, 

dan kewajiban yang berkaitan dengan penyediaan layanan 



 

188 | Akuntansi Sektor Publik 
 

kesehatan. Tujuan utama akuntansi dalam lembaga kesehatan 

adalah untuk memastikan bahwa keuangan lembaga dikelola 

dengan baik, sumber daya dialokasikan secara efisien, dan 

bahwa lembaga tersebut mematuhi peraturan keuangan yang 

berlaku. 

15.1.2Pentingnya Akuntansi dalam Lembaga Kesehatan 

1. Pengambilan Keputusan: Akuntansi memberikan data 

keuangan yang diperlukan bagi manajemen lembaga 

kesehatan untuk membuat keputusan strategis. Ini dapat 

mencakup alokasi anggaran, perencanaan investasi, dan 

evaluasi kinerja keuangan. 

2. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Melalui 

akuntansi yang tepat, lembaga kesehatan dapat memenuhi 

persyaratan pelaporan kepada berbagai pemangku 

kepentingan seperti pemerintah, donor, atau pemegang 

saham. Hal ini meningkatkan transparansi dan 

pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. 

3. Efisiensi Operasional: Akuntansi membantu 

mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional 

dapat ditingkatkan. Misalnya, dengan menganalisis biaya 

pengeluaran, lembaga kesehatan dapat mengidentifikasi 

peluang untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan 

kualitas layanan. 

4. Pemantauan Kesehatan Keuangan: Melalui pencatatan 

dan pelaporan keuangan yang berkala, lembaga kesehatan 

dapat memantau kesehatan keuangan mereka. Hal ini 

memungkinkan untuk menghindari masalah keuangan 

yang mungkin timbul dan mengambil tindakan korektif 

tepat waktu. 

15.2. Struktur Organisasi dalam Lembaga Kesehatan 

Struktur organisasi dalam lembaga kesehatan adalah kerangka 

kerja yang menggambarkan bagaimana lembaga tersebut 
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diorganisasi, hierarki manajemen, dan cara berbagai bagian 

atau departemen berinteraksi. Struktur organisasi ini 

memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas 

kesehatan, mengelola sumber daya, dan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada pasien(Dr .C .K. Gomathy et 

al., 2023). Berikut struktur organisasi dalam lembaga 

kesehatan, dengan dukungan dari sumber ilmiah yang relevan. 

15.2.1 Jenis-Jenis Struktur Organisasi dalam Lembaga 

Kesehatan 

1. Struktur Organisasi Fungsional: Dalam struktur ini, 

lembaga kesehatan dikelompokkan berdasarkan fungsi-

fungsi utama, seperti pelayanan klinis, administrasi, 

keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen 

memiliki kepala atau manajer yang bertanggung jawab 

atas fungsi tersebut. 

2. Struktur Organisasi Matriks: Struktur ini melibatkan 

kombinasi antara struktur fungsional dan proyek. 

Sebagai contoh, seorang dokter atau perawat dapat 

menjadi bagian dari tim proyek tertentu sambil tetap 

tergabung dalam departemen klinis mereka. 

3. Struktur Organisasi Berdasarkan Lokasi Geografis: 

Beberapa lembaga kesehatan yang besar memiliki 

banyak cabang atau fasilitas di berbagai lokasi geografis. 

Struktur ini mengorganisir berdasarkan lokasi, yang 

memungkinkan koordinasi operasional di seluruh 

wilayah. 

4. Struktur Organisasi Berbasis Pasien: Dalam upaya 

meningkatkan perhatian terhadap pasien, beberapa 

lembaga kesehatan telah beralih ke struktur organisasi 

berbasis pasien. Ini berarti bahwa departemen atau unit 

dikelompokkan berdasarkan jenis perawatan yang 
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diberikan kepada pasien, seperti departemen bedah atau 

unit rawat jalan. 

15.2.2 Peran Struktur Organisasi dalam Lembaga 

Kesehatan 

1. Koordinasi: Struktur organisasi memastikan koordinasi 

yang baik antara berbagai departemen dan unit dalam 

lembaga kesehatan. Ini penting agar pelayanan 

kesehatan berjalan lancar dan efisien. 

2. Manajemen Sumber Daya: Struktur organisasi 

membantu dalam manajemen sumber daya manusia, 

keuangan, dan fisik. Hal ini membantu lembaga 

kesehatan untuk mengalokasikan sumber daya dengan 

bijak. 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan struktur 

yang baik, lembaga kesehatan dapat lebih mudah 

memonitor dan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pasien. 

4. Pengambilan Keputusan: Struktur organisasi 

membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien 

dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap 

tingkat dalam hierarki organisasi. 

15.3 Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga 

Kesehatan 

Akuntansi pendapatan dalam lembaga kesehatan melibatkan 

proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian 

pendapatan yang diterima oleh lembaga tersebut dari berbagai 

sumber, seperti pasien, asuransi kesehatan, program 

pemerintah, dan sumber pendanaan lainnya. Hal ini 

memainkan peran penting dalam memastikan keuangan 

lembaga kesehatan terkelola dengan baik dan sumber daya 

yang diterima digunakan dengan efisien(David W. Young, 
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2022). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai akuntansi 

pendapatan dalam lembaga kesehatan beserta sumber ilmiah 

yang relevan. 

15.3.1 Proses Akuntansi Pendapatan dalam Lembaga 

Kesehatan 

1. Pencatatan Pendapatan: Pendapatan yang diterima 

dari berbagai sumber dicatat dengan cermat. Ini 

mencakup penerimaan dari pasien yang membayar 

tunai, asuransi kesehatan, dan dana pemerintah. 

2. Pengenalan Pendapatan: Pendapatan biasanya diakui 

ketika layanan medis atau perawatan pasien disediakan. 

Konsep pengakuan pendapatan ini harus sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku, seperti Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP). 

3. Penentuan Nilai Pendapatan: Nilai pendapatan harus 

ditentukan dengan benar. Ini mencakup menghitung 

biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan 

pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. 

4. Pelaporan Keuangan: Pendapatan yang diakui dicatat 

dalam laporan keuangan lembaga kesehatan, seperti 

laporan laba rugi atau laporan arus kas. Ini 

memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat 

seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh 

lembaga kesehatan. 

15.3.2 Pentingnya Akuntansi Pendapatan dalam 

Lembaga Kesehatan 

1. Transparansi Keuangan: Akuntansi pendapatan yang 

baik memastikan bahwa lembaga kesehatan dapat 

memberikan laporan keuangan yang transparan kepada 

pemangku kepentingan seperti pemegang saham, 

pemerintah, dan masyarakat umum. 
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2. Keputusan Manajerial: Data pendapatan yang akurat 

memungkinkan manajemen lembaga kesehatan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik, termasuk alokasi 

anggaran dan perencanaan strategis. 

3. Pemantauan Efisiensi: Dengan mengikuti pendapatan, 

lembaga kesehatan dapat memantau efisiensi 

operasional dan mengidentifikasi area-area di mana 

efisiensi dapat ditingkatkan. 

15.4 Pengeluaran dan Biaya Operasional 

Pengeluaran dan biaya operasional dalam lembaga kesehatan 

merujuk pada semua pengeluaran yang terkait dengan 

penyediaan layanan kesehatan dan operasional sehari-hari. Ini 

mencakup berbagai jenis biaya yang harus ditanggung oleh 

lembaga tersebut untuk menjalankan aktivitasnya (William N. 

Zelman et al., 2014). 

15.4.1 Jenis-Jenis Pengeluaran dan Biaya Operasional 

dalam Lembaga Kesehatan 

1. Biaya Tenaga Kerja: Ini mencakup gaji dan tunjangan 

karyawan, termasuk dokter, perawat, tenaga medis, dan 

staf administrasi. Biaya tenaga kerja adalah komponen 

biaya utama dalam lembaga kesehatan. 

2. Biaya Peralatan Medis: Pembelian, pemeliharaan, dan 

penggantian peralatan medis seperti alat pemindaian, 

instrumen bedah, dan peralatan laboratorium. 

3. Biaya Obat-obatan dan Bahan Medis: Biaya untuk 

membeli obat-obatan, perbekalan medis, dan bahan 

habis pakai yang digunakan dalam perawatan pasien. 

4. Biaya Fasilitas: Biaya sewa atau pemeliharaan fasilitas 

fisik seperti gedung, kantor, dan laboratorium. 
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5. Biaya Operasional Lainnya: Ini mencakup biaya umum 

yang terkait dengan operasi sehari-hari, seperti utilitas, 

transportasi, komunikasi, dan keperluan kantor. 

6. Biaya Administrasi: Biaya yang terkait dengan 

manajemen dan administrasi lembaga kesehatan, 

termasuk biaya perangkat lunak, biaya administrasi 

umum, dan biaya iklan. 

15.4.2 Peran Pengeluaran dan Biaya Operasional dalam 

Lembaga Kesehatan 

1. Menjamin Kualitas Pelayanan: Biaya operasional 

mendukung penyediaan pelayanan kesehatan 

berkualitas dengan memastikan tersedianya peralatan, 

sumber daya manusia, dan fasilitas yang diperlukan. 

2. Pemantauan Anggaran: Pengeluaran dan biaya 

operasional harus dipantau secara cermat untuk 

memastikan bahwa lembaga kesehatan beroperasi 

sesuai dengan anggaran yang tersedia. 

3. Pengendalian Biaya: Manajemen biaya yang efektif 

membantu lembaga kesehatan untuk mengendalikan 

pengeluaran yang berlebihan dan mencari cara untuk 

mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas 

layanan. 

4. Pemenuhan Regulasi: Pengeluaran dan biaya 

operasional juga harus mematuhi peraturan yang 

berlaku dalam sektor kesehatan, termasuk regulasi 

keuangan dan keselamatan pasien. 

15.5 Standar Akuntansi Kesehatan 

Standar akuntansi kesehatan adalah seperangkat pedoman dan 

prinsip akuntansi yang diterapkan secara khusus dalam 

industri kesehatan. Standar ini membantu lembaga kesehatan 

dalam pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan analisis 
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keuangan mereka. Penggunaan standar akuntansi yang tepat 

adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi keuangan 

lembaga kesehatan akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Louis C. Gapenski, 2018).  

15.5.1 Jenis-Jenis Standar Akuntansi Kesehatan 

1. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP): 

GAAP adalah seperangkat prinsip akuntansi yang 

diterima secara umum di Amerika Serikat. Lembaga 

kesehatan di Amerika Serikat diharuskan mengikuti 

GAAP dalam menyusun laporan keuangannya. GAAP 

menyediakan panduan tentang pengakuan pendapatan, 

pengukuran aset dan liabilitas, serta pelaporan 

keuangan. 

2. Governmental Accounting Standards Board (GASB): 

GASB adalah badan yang menetapkan standar akuntansi 

untuk entitas pemerintah, termasuk rumah sakit dan 

lembaga kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. 

Standar GASB penting untuk pengukuran dan pelaporan 

keuangan yang tepat. 

3. Healthcare Financial Management Association 

(HFMA): HFMA adalah organisasi profesional yang 

mengembangkan standar dan panduan akuntansi 

khusus untuk lembaga kesehatan. Mereka memberikan 

panduan praktis untuk masalah akuntansi kesehatan 

yang relevan. 

15.5.2 Pentingnya Standar Akuntansi Kesehatan 

1. Kepatuhan Hukum: Mengikuti standar akuntansi yang 

relevan adalah penting untuk memastikan bahwa 

lembaga kesehatan mematuhi hukum dan peraturan 

yang berlaku dalam industri kesehatan. 

2. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Standar 

akuntansi membantu memastikan bahwa laporan 
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keuangan lembaga kesehatan adalah transparan dan 

dapat dipahami oleh pemangku kepentingan seperti 

pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. 

3. Kualitas Keputusan: Informasi keuangan yang 

dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi membantu 

manajemen lembaga kesehatan dalam mengambil 

keputusan yang tepat terkait dengan alokasi sumber 

daya dan perencanaan keuangan. 

15.6 Tantangan dan Perubahan dalam Akuntansi 

Kesehatan 

Akuntansi kesehatan adalah bidang yang terus berkembang 

dan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. 

Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas sektor 

kesehatan yang melibatkan beragam entitas dan 

peraturan(Steven A. Finkler et al., 2020).  

15.6.1 Tantangan dalam Akuntansi Kesehatan: 

1. Perubahan Regulasi: Tantangan utama dalam 

akuntansi kesehatan adalah perubahan konstan dalam 

peraturan dan regulasi. Organisasi kesehatan harus 

terus memantau perubahan ini dan memastikan 

kepatuhan dengan standar akuntansi yang berlaku. 

2. Kesulitan Penilaian Aset: Penilaian aset kesehatan, 

seperti nilai pasien atau nilai piutang, seringkali rumit 

dan memerlukan metode penilaian yang tepat. 

3. Perubahan Model Bisnis: Perubahan dalam model 

bisnis kesehatan, seperti transisi dari pembayaran 

berbasis fee-for-service ke pembayaran berbasis nilai 

(value-based payment), mengubah cara pendapatan dan 

biaya direkam dan dilaporkan. 

4. Teknologi dan Data: Penggunaan teknologi informasi 

kesehatan dan pengumpulan data yang besar 
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menghasilkan tantangan dalam mengelola dan 

menganalisis data keuangan dengan efektif. 

5. Biaya Kesehatan yang Meningkat: Meningkatnya 

biaya kesehatan dan tekanan untuk mengendalikannya 

mempengaruhi perencanaan keuangan dan akuntansi di 

lembaga kesehatan. 

15.6.2 Perubahan dalam Akuntansi Kesehatan: 

1. Penggunaan Standar Akuntansi Baru: Standar 

akuntansi seperti ASC 606 (Revenue from Contracts with 

Customers) memengaruhi cara lembaga kesehatan 

mengakui pendapatan dari pasien dan pihak ketiga, 

memerlukan perubahan dalam proses akuntansi. 

2. Perkembangan Teknologi: Penggunaan perangkat 

lunak akuntansi canggih dan analisis data membantu 

organisasi kesehatan untuk mengelola dan menganalisis 

data keuangan dengan lebih efisien. 

3. Transisi ke Akuntansi Berbasis Nilai: Banyak 

organisasi kesehatan bergerak menuju model 

pembayaran berbasis nilai yang mengharuskan 

akuntansi yang lebih canggih dan pemantauan hasil 

pasien dalam jangka panjang. 

4. Audit Internal yang Kuat: Perubahan dalam tuntutan 

pelaporan dan regulasi telah mendorong organisasi 

kesehatan untuk memiliki fungsi audit internal yang 

lebih kuat. 
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16.1 Kompleksitas Regulasi 

ompleksitas regulasi adalah salah satu masalah utama 

yang dihadapi dalam akuntansi sektor publik di 

Indonesia. Hal ini mencakup berbagai peraturan, 

pedoman, dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek 

akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik (Parisi, 2017). 

Berikut ini beberapa poin terkait kompleksitas regulasi dalam 

konteks akuntansi sektor publik. 

16.1.1 Masalah dalam Kompleksitas Regulasi  

1. Banyaknya Peraturan: Seiring berjalannya waktu, 

pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah 

menerbitkan banyak peraturan terkait akuntansi sektor 

publik. Hal ini mencakup peraturan dan Kementrian 
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Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta 

peraturan daerah yang berbeda-beda. Kebanyakan dari 

peraturan ini terus berubah dan berkembang seiring 

waktu. 

2. Tingkat Kepastian: Beberapa peraturan tidak selalu 

memberikan tingkat kepastian yang cukup tentang 

pengukuran, pengakuan, dan penyajian berbagai transaksi 

keuangan. Hal ini dapat menyulitkan entitas sektor publik 

dalam menentukan bagaimana harus mengelola aset dan 

liabilitas serta bagaimana melaporkan informasi keuangan 

dengan benar. 

3. Standar Akuntansi Internasional: Pemerintah Indonesia 

telah mengadopsi standar akuntansi internasional dalam 

penyusunan laporan keuangan sektor publik. 

4. Pelaporan dan Pemantauan: Entitas sektor publik harus 

memahami persyaratan pelaporan yang berbeda untuk 

berbagai jenis dana dan program. Pelaporan yang tepat 

waktu dan akurat menjadi sangat penting untuk memenuhi 

persyaratan regulasi. 

5. Audit dan Pemeriksaan: Audit dan pemeriksaan oleh BPK 

dan BPKP seringkali berdasarkan pada regulasi yang rumit. 

Entitas sektor publik harus memastikan bahwa dokumen-

dokumen yang dibutuhkan dan proses pelaporan 

terpenuhi agar dapat lolos dari pemeriksaan. 

16.1.2 Cara Mengatasi Kompleksitas Regulasi 

Untuk mengatasi kompleksitas regulasi, entitas sektor publik di 

Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut: 

1. Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan: Menyediakan 

pelatihan yang cukup kepada staf akuntansi untuk 

memastikan pemahaman yang baik tentang regulasi 

terbaru dan standar akuntansi internasional. 
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2. Penggunaan Konsultan dan Ahli: Menggunakan jasa 

konsultan atau ahli akuntansi dapat membantu dalam 

menginterpretasikan regulasi dan mengembangkan 

kebijakan dan prosedur yang sesuai. 

3. Sistem Informasi dan Teknologi: Menginvestasikan dalam 

sistem informasi dan teknologi yang canggih dapat 

membantu dalam otomatisasi dan pelaporan yang lebih 

tepat waktu dan akurat. 

4. Kolaborasi: Berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti 

Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP, untuk memahami 

dengan lebih baik bagaimana melaksanakan regulasi dan 

pelaporan yang sesuai. 

5. Pemantauan Berkala: Melakukan pemantauan berkala 

terhadap perubahan regulasi dan memastikan kepatuhan 

yang konsisten. 

16.2 Ketidakpastian Pendanaan 

Ketidakpastian pendanaan adalah masalah yang seringkali 

dihadapi oleh entitas sektor publik, termasuk pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga publik 

lainnya. Hal ini mencakup ketidakpastian dalam sumber-

sumber pendapatan, alokasi anggaran, dan perubahan kondisi 

ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan entitas sektor 

publik untuk merencanakan dan melaksanakan program-

programnya (Jaelani, 2017). 

16.3 Akuntabilitas dan Transparansi 

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua konsep kunci dalam 

tata kelola yang baik, terutama dalam sektor publik dan 

organisasi non-profit. Mereka memainkan peran penting dalam 

memastikan integritas, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat 

dalam penggunaan dana publik dan pengelolaan organisasi 

(Andersson, 2008). 
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17.3.1 Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban individu atau 

organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, 

dan pengelolaan sumber daya yang mereka tangani. Dalam 

konteks sektor publik, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah 

dan lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan 

tindakan dan penggunaan dana publik kepada masyarakat, 

pemangku kepentingan, atau badan pengawas. Hal ini 

mencakup: 

1. Akuntabilitas Keuangan: Memastikan bahwa anggaran dan 

keuangan publik digunakan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Akuntabilitas Kinerja: Membuktikan bahwa tujuan dan 

target yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau 

organisasi publik telah dicapai dengan efektif. 

3. Akuntabilitas Etika: Memastikan bahwa tindakan dan 

keputusan yang diambil oleh pejabat atau petugas publik 

adalah etis dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

berlaku 

16.3.2 Tranparansi (Transparency) 

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterlacakan 

informasi terkait tindakan dan keputusan yang diambil oleh 

pemerintah atau organisasi publik. Hal ini melibatkan 

peningkatan akses masyarakat dan pemangku kepentingan 

terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, 

tindakan, dan penggunaan sumber daya publik. Hal ini 

mencakup: 

1. Pemberian Informasi: Menyediakan informasi yang jelas 

dan mudah dimengerti kepada masyarakat tentang 

bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana 

keputusan dibuat. 
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2. Partisipasi Publik: Memfasilitasi partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan 

mereka kesempatan untuk memberikan masukan dan 

umpan balik. 

3. Pengawasan Independen: Mendukung badan pengawasan 

independen dan media yang bebas untuk mengawasi 

tindakan dan penggunaan dana publik. 

Berikut merupakan tabel yang membandingkan akuntabilitas 

dengan transparansi. 

Tabel 16.1 Akuntabilitas dan Transparansi 

Aspek Akuntabilitas Transparansi 

Definisi Kewajiban individu atau 

organisasi untuk 

bertanggung jawab atas 

tindakan dan 

penggunaan sumber 

daya mereka. 

Keterbukaan dan 

keterlacakan 

informasi terkait 

tindakan dan 

keputusan yang 

diambil oleh 

pemerintah atau 

organisasi publik. 

Tujuan Menciptakan 

pertanggungjawaban 

dan integritas dalam 

tindakan dan 

penggunaan sumber 

daya. 

Meningkatkan akses 

masyarakat 

terhadap informasi, 

partisipasi, dan 

akuntabilitas 

pemerintah atau 

organisasi. 

Dampak Meningkatkan 

transparansi keuangan 

dan manajemen, 

mengurangi risiko, 

Meningkatkan 

akuntabilitas, 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat, 
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meningkatkan 

kepercayaan. 

meningkatkan 

kepercayaan, 

mengurangi korupsi. 

16.4 Sumber Daya Manusia (Human Resources) 

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting dalam 

setiap organisasi atau entitas, baik di sektor publik maupun 

swasta. Pengelolaan SDM yang efektif memainkan peran kunci 

dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja. 

Sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang 

bekerja dalam organisasi atau entitas tertentu. Hal ini meliputi 

semua aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk 

rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, 

manajemen kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang 

produktif (Zeuch, 2016). 

16.5 Teknologi dan Sistem Informasi 

Teknologi dan Sistem Informasi (SI) adalah elemen penting 

dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan masyarakat modern. 

Mereka memainkan peran sentral dalam meningkatkan 

efisiensi, produktivitas, dan kemampuan pengambilan 

keputusan 

16.5.1 Pengertian Teknologi Informasi (TI) 

Teknologi Informasi (TI) mengacu pada penggunaan perangkat 

keras dan perangkat lunak komputer, jaringan, dan berbagai 

teknologi terkait untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengelola, dan mentransmisikan informasi. TI juga mencakup 

konsep-konsep seperti keamanan siber, analitika data, dan 

teknologi berbasis cloud. 

16.5.2 Penggunaan TI dalam Bisnis 

Dalam dunia bisnis, TI digunakan untuk meningkatkan efisiensi 

operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan 
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interaksi pelanggan, dan mendorong inovasi. Hal ini termasuk 

penggunaan perangkat lunak ERP (Enterprise Resource 

Planning), e-commerce, manajemen relasi pelanggan (CRM), 

dan banyak lagi. 

16.5.3 Penggunaan SI dalam Pemerintahan 

Sistem Informasi (SI) dalam konteks pemerintahan sering 

digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola 

data penduduk, mengelola keuangan publik, dan memfasilitasi 

proses pengambilan keputusan pemerintah. 

16.5.4 Keamanan dan Privasi TI 

Dengan peningkatan penggunaan TI, keamanan siber dan 

privasi menjadi perhatian utama. Perusahaan dan pemerintah 

perlu mengembangkan strategi keamanan yang kuat untuk 

melindungi data dan sistem mereka dari ancaman siber 

(Laudon & Laudon, 2004). 

16.6 Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Keuangan 

Ketidakpastian ekonomi dan krisis keuangan adalah dua aspek 

yang sangat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan 

dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor (Reinhart & 

Rogoff, 2009). Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut 

mengenai ketidakpastian ekonomi dan krisis keuangan. 

16.6.1 Ketidakpastian Ekonomi 

Ketidakpastian ekonomi merujuk pada tingkat ketidakpastian 

atau ketidakjelasan yang ada dalam perkiraan atau proyeksi 

ekonomi di masa mendatang. Hal ini melibatkan ketidakpastian 

terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, 

dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi ekonomi 

suatu negara. 

Ketidakpastian ekonomi bisa disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar 

keuangan, perubahan kondisi global, perubahan dalam pasar 
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tenaga kerja, dan peristiwa tak terduga seperti bencana alam 

atau krisis kesehatan. 

Ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi keputusan 

investasi, pengeluaran konsumen, dan kinerja bisnis. Tingginya 

ketidakpastian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan volatilitas pasar. 

16.6.2 Krisis Keuangan 

Krisis keuangan adalah situasi darurat di mana sistem 

keuangan suatu negara atau wilayah menghadapi masalah 

serius yang mengancam stabilitasnya. Hal ini dapat mencakup 

runtuhnya lembaga-lembaga keuangan, krisis utang, 

penurunan nilai tukar, atau krisis likuiditas. 

Krisis keuangan bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti 

spekulasi berlebihan, lembaga keuangan yang tidak sehat, krisis 

perbankan, ketidakstabilan pasar keuangan global, atau 

perubahan dalam kebijakan ekonomi. 

Krisis keuangan dapat memiliki dampak serius pada ekonomi 

nasional dan global. Hal ini dapat menyebabkan resesi, 

penurunan lapangan kerja, devaluasi mata uang, kerugian 

investasi, dan masalah sosial ekonomi yang serius. Berikut 

merupakan materi ketidakpastian ekonomi dan krisis 

keuangan dalam bentuk tabel. 

Tabel 16.2 Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Keuangan 

Aspek 
Ketidakpastian 

Ekonomi 
Krisis Keuangan 

Definisi Tingkat ketidakjelasan 

dalam proyeksi dan 

perkiraan ekonomi 

masa depan. 

Situasi darurat yang 

mengancam stabilitas 

sistem keuangan 

suatu negara atau 

wilayah. 
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Penyebab Faktor-faktor seperti 

perubahan kebijakan 

pemerintah, fluktuasi 

pasar, peristiwa yang 

tak terduga. 

Spekulasi berlebihan, 

masalah perbankan, 

perubahan kebijakan 

ekonomi, dan faktor 

lainnya. 

Dampak Memengaruhi 

keputusan investasi, 

pengeluaran konsumen, 

dan kinerja bisnis 

Resesi, 

pengangguran, 

devaluasi mata uang, 

kerugian investasi, 

masalah sosial 

ekonomi. 

16.7 Standar Akuntansi Internasional 

Standar Akuntansi Internasional (International Financial 

Reporting Standards, IFRS) adalah seperangkat standar 

akuntansi yang digunakan secara global untuk mempersatukan 

pelaporan keuangan perusahaan. IFRS dirancang untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan 

dibandingkan di seluruh dunia. 

Tujuan utama IFRS adalah memastikan bahwa laporan 

keuangan perusahaan memberikan informasi relevan, dapat 

diandalkan, dan dapat dibandingkan. Hal ini membantu 

investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

membuat keputusan ekonomi. 

Banyak negara telah mengadopsi IFRS sebagai standar 

akuntansi mereka. Namun, tingkat adopsi dan penerapan dapat 

bervariasi dari suatu negara ke negara lain (Bensadon & 

Praquin, 2016). 
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Gambar 16.1 IFRS (International Financial Reporting Standards) 
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